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BAB1I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa
yang didalam setiap diri individunya melekat harkat dan martabat sebagai
manusia seutuhnya. Sebagai bagian dari generasi muda anak merupakan salah
satu sumber daya manusia yang berpotensi meneruskan cita-cita perjuangan
bangsa. Dimana di setiap peranannya mempunyai ciri dan sifat khusus. Hal
tersebut diatas sesuai dengan dasar pertimbangan Undang-Undang No. 23
Tahun 2002 tentang Perlidungan Anak.

Masa anak-anak merupakan masa transisi untuk menuju masa yang
baru yaitu masa remaja. Pada masa transisi inilah, anak memiliki rasa
keingintahuan yang sangat besar sehingga perlu diperhatikan agar tidak
terjerumus dalam hal-hal yang tidak baik. Hal ini karena sifat anak suka
meniru apa yang dilakukan orang lain. Anak dalam usia yang beranjak remaja
mulai mencari teman sebayanya, suka bermain bersama dan berkumpul tanpa
aturan. Dalam masa ini emosi anak masih sangat labil.

Melemahnya kontrol sosial menimbulkan kecenderungan dikalangan
anggota masyarakat Khususnya anak merasa bebas untuk berperilaku

menyimpang. Tindak pidana yang terjadi pada anak merupakan produk dari



pendidikan masal yang tidak menekankan pendidikan watak anak, kurangnya
usaha orangtua dan orang dewasa menanamkan moralitas dan keyakinan
beragam pada anak-anak serta kurang ditumbuhkannya tanggungjawab sosial
pada anak-anak.

Sistim pengendalian sosial atau sosial control dapat dilakukan oleh
individu terhadap individu lainnya (misalnya seorang ibu mendidik anak-
anaknya agar menyesuaikan diri pada kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang
berlaku) atau mungkin dilakukan oleh individu terhadap suatu kelompok
sosial (umpamanya, seorang dosen memimpin beberapa orang mahasiswa di
dalam kuliah-kuliah kerja). Seterusnya pengendalian sosial dapat dilakukan
oleh suatu kelompok terhadap kelompok lainnya, atau oleh suatu kelompok
terhadap individu.'

Dengan demikian pengendalian sosial bertujuan untuk mencapai
keserasian antara stabilitas dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat.
Jika kita melihat dari sudut sifatnya pengendalian sosial dapat bersifat
preventif atau represif, atau bahkan kedua-duanya. Preventif merupkan suatu
usaha pencegahan terhadap terjadinya gangguan-gangguan pada keserasian
antara kepastian dengan keadilan. Sedangkan usaha-usaha yang represif
bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah mengalami
gangguan. Usaha-usaha preventif, misalnya dijalankan melalui proses

sosialisasi, pendidikan formal dan informal. Sedangkan represif berwujud

! Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1990, him. 205.



penjatuhan sanksi terhadap para warga masyarakat yang melanggar atau
menyimpang dari kaidah-kaidah yang berlaku.?

Menurut Sosiological Jurisprudence suatu madzab dalam filsafat
hukum yang mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum dan mayarakat
dan sebaliknya yang mempelajari pengaruh masyarakat kepada hukum dan
sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam mayarakat itu dapat mempengaruhi
hukum tersebut disamping juga diselidiki sebaliknya pengaruh hukum
terhadap masyarakat. Inti dari ajaran ini adalah hukum yang baik adalah
hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Roscoe Pound berpendapat, bahwa hukum harus dilihat atau
dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk
memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial dan tugas dari ilmu hukum untuk
mengembangkan suatu kerangka yang mana kebutuhan-kebutuhan sosial
dapat terpenuhi secara maksimal. Pound mengemukakan fungsi hukum
sebagai “social engineering” (rekayasa sosial), dalam melindungi
kepentingan-kepentingan dalam masyarakat baik kepentingan umum, sosial
maupun pribadi.*

Hukum dalam arti yang luas juga merupakan pengendalian sosial yang
biasanya dianggap paling ampuh, karena lazimnya disertai dengan sanksi

tegas yang berwujud penderitaan dan dianggap sebagai sarana formal.

% Soerjono Soekanto, Ibid, him. 206
: Lili Rasidi, Dasar-Dasar Filsafat Hukum, ALUMNI, Bandung, 1985, him. 47.
Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, PT RajaGrafindo, Jakarta, 1980, him. 43.



Perwujudan pengendalian sosial adalah pemidanaan, kompensasi,
terapi ataupun konsiliasi. Standar atau patokan pemidanaan adalah suatu
larangan yang apabila dilanggar akan mengakibatkan penderitaan (sanksi
negatif) bagi pelanggarnya. Pada kompensasi standar atau patokannya adalah
kewajiban, dimana inisiatif untuk memprosesnya ada pada pihak yang
dirugikan. Terapi atau konsiliasi sifatnya remedial artinya bertujuan
mengembalikan situasi pada keadaan semula (sebelum terjadinya perkara atau
sengketa).’

Untuk itu anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dari orang
tua dan masyarakat di lingkungannya. Pembinaan dan perlindungan itu akan
berdampak positif baik itu untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan
fisik maupun mentalnya. Dalam hal pelaksanaan pembinaan dan perlindungan
anak, diperlukannya dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun
perangkat hukum yang lebih mantap sehingga penting adanya ketentuan
mengenai perlindungan dan penyelenggaraan pengadilan bagi anak yang
dilakukan secara khusus.

Pasal 2, ayat 3 dan 4, Undang-undang Republik Indonesia No. 4
Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak berbunyi sébagai berikut:

“Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam

kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas

perlindungan-perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat

membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan
dengan wajar”.

3 Soerjono Soekanto, Op-cit, him. 208.



perbuatan cabul) dapat pula mempengaruhi proses pertumbuhan seksual lebih
dini.

Delik ini paling banyak menimbulkan kesulitan dalam
penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap
pengambilan keputusan. Selain kesulitan dalam batasan juga kesulitan
pembuktian misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang pada umumnya
dilakukan tanpa kehadiran orang lain.

Terhadap delik ini, Mr. J. M. van Bemmelen mengutarakan antara lain
sebagai berikut:

“... tentang delik terhadap kejahatan kesusilaan tidak hanya memuat

berbagai kejahatan seksual, akan tetapi juga beberapa delik yang sama

sekali tidak ada sangkut pautnya dengan seksualitas: memberi
minuman yang memabukkan kepada orang atau anak di bawah enam
belas tahun yang sudah keliatan mabuk,...menyerahkan atau
membiarkan anak yang ada dibawah kekuasaannya kepada orang lain,
padahal mengetahui bahwa anak itu akan dipakai untuk atau pada
waktu mengemis,...penganiayaan binatang,... selanjutnya memuat

abortus provocatus...Dalam prinsip, tidak tepat penempatan delik-

delik ini dalam bab yang terutama membicarakan delik kesusilaan
seksual”.’

Berada dalam posisi yang lemah, sudah menjadi kenyataan dalam
hidup bahwa anak-anak berada dalam dominasi kejahatan, sehingga sudah
saatnya kita mencari jalan untuk menanggulangi permasalahan ini.

Convention on The Rights of The Child (Konvensi Hak-Hak Anak)

oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 telah mengatur

;(I).g;ie;:lMagrl)aung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya, Sinar Grafika, Jakarta,
, hlm. 31,




perlindungan terhadap hak-hak anak. Konvensi ini merupakan tindak lanjut
dari Deklarasi Jenewa 1924 dan Deklarasi Hak Anak Manusia pada tahun
1945. Di dalam konvensi tersebut terdapat hak-hak anak antara lain hak anak
untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk penyiksaan dan
kesempatan bantuan ibunya.

Bentuk penyiksaan yang terjadi pada kasus yang penulis angkat ini
adalah perilaku pelecehan seksual yang tidak sepantasnya dilakukan oleh
anak-anak. Pelaku dan korban tindak pidana adalah berjumlah lebih dari satu
orang. Pada umumnya pelaku dalam kasus ini adalah orang dewasa dan
dilakukan secara individual. Kasus yang terjadi di Lubuk Linggau ini
pelakunya terdiri dari dua kelompok yaitu tiga orang laki-laki dan tiga orang

perempuan, seperti terumus pada table berikut.

Tabel 1
Pelaku Tindak Asusila Berdasarkan Jenis Kelamin
Jenis Kelamin
No. Pelaku Tindak Pidana
L P
6 orang 3 3 Pasal 290 KUHP

Sumber: Data Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan
Resort Lubuk Linggau.

9] 1 1




Tabel 2
Pelaku Tindak Asusila Berdasarkan Kelompok Umur

Kelompok Umur

Jenis Kelamin | <8th | 8-12th | 12-18th | >18th

Laki-laki - 3 - -
Perempuan - 1 2 -
Jumlah 0 4 2 0

Sumber: Data Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan
Resort Lubuk Linggau.

Pengelompokkan pelaku tindak asusila ini menurut umur adalah
berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Pasal 4 ayat (1) yang
menyatakan ketika seorang anak melakukan tindak pidana pada batas umur
yaitu sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18
(delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, mereka dapat diajukan ke
sidang pengadilan anak.® Apabila telah melampaui batasan umur tersebut
tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) terhadapnya tetap diajukan
ke Sidang Anak.’

Berdasarkan kasus yang telah diuraikan di atas, penulis dalam skripsi

ini membatasi ruang lingkupnya yaitu kasus kejahatan kesusilaan yang terjadi

® Pasal 4 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
? Pasal 4 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.



di Lubuk Linggau. Maka penulis mencoba menjelaskan dan memaparkan
kasus tersebut ke dalam pembahasan skripsi ini yang diberi judul: TINDAK
PIDANA ASUSILA OLEH ANAK DI LUBUK LINGGAU (STUDI

KASUS)

B. Perumusan Masalah
1. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya tindak pidana asusila
yang dilakukan oleh anak?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku terhadap tindak pidana
asusila yang dilakukan oleh anak?
3. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku dalam

praktik?

C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya tindak
pidana asusila yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku terhadap tindak
pidana asusila yang dilakukan oleh anak.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku
dalam praktek.
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D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penulisan dan penelitian skripsi ini

adalah:

1. Secara teoritis, memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan,
terutama terhadap perkembangan hukum nasional dan diharapkan dapat
memberikan manfaat bagi para akademisi dan masyarakat lainnya yang
ingin menambah pengetahuan mengenai pertanggungjawaban pidana serta
perlindungan hukum terhadap hak anak sebagai pelaku tindak pidana
dalam proses peradilan pidana.

2. Secara praktis, dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum
untuk menambah wawasan bagi mahasiswa, pembuat undang-undang
maupun aparat penegak hukum berkaitan dengan pertanggungjawaban

pidana dan perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan

pidana.

E. Ruang Lingkup
Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh
mengenai pembahasan skripsi ini, serta untuk menghindari agar pembahasan
ini tidak menyimpang dari permasalahan yang diangkat dari skripsi ini maka
untuk itu penulis perlu memberikan batasan ruang lingkup penulisan yaitu

hanya mengenai faktor-faktor penyebab timbulnya tindak pidana asusila yang
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dilakukan oleh anak, pertanggungjawaban pidana dan perlindungan hukum

bagi anak sesuai dengan kasus yang terjadi di Lubuk Linggau.

F. Metode Penelitian
a. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini berupa deskriptif analisis dengan
pendekatan yuridis empiris (sosiologis). Pendekatan yuridis empiris
dilakukan dengan cara mengadakan penelitian di lapangan guna
memperoleh gambaran dari data yang berkaitan dengan
penanggulangan tindak pidana asusila terhadap anak sebagai korban

maupun sebagai pelaku di Lubuk Linggau.

b. Jenis dan Sumber Data
i. Jenis Data
Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data kualitatif
yang dianalisis secara deskriptif untuk mengambil kesimpulan
dalam menjawab permasalahan yang dibahas.
ii. Sumber Data
- Data Primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari
hasil penelitian di lapangan dengan mengadakan
wawancara langsung terhadap narasumber atau responden

yang dianggap mengetahui permasalahan mengenai tindak
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pidana asusila sehingga diperoleh keterangan yang lebih
jelas.

- Data Sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan
dan dokumen. Dengan cara menelusuri dan mengumpulkan
bahan tersebut dari literatur-literatur, dan peraturan

perundang-undangan.

c. Metode Pengumpulan Data
1). Data primer diperoleh melalui wawancara secara mendalam,
dengan cara Tanya jawab kepada responden penelitian untuk
memperoleh keterangan yang lebih jelas atas data yang diperoleh.
2). Data sekunder diperoleh dengan menelusuri bahan hukum yang
terdiri dari:
= Bahan Hukum Primer yaitu: Undang-Undang serta Deklarasi

yang berhubungan dengan pokok permasalahan, yaitu:

- Undang-Undang No. | Tahyn ]974 tentang Perkawinan

- Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 teﬁtang K;sejaﬁteraan

Anak

- Konvensi Hak Anak tahun 1989

- Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak
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» Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari asas-
asas hukum, yurisprudensi dan doktrin.

s Bahan Hukum Tertier terdiri dari literatur, kamus hukum,

makalah, majalah, jurnal dan ensiklopedia.

d. Metode Penentuan Responden

Penentuan responden dilakukan dengan cara purposive sampling,
yaitu mereka yang representative atau langsung terkait dengan kasus
yaitu aparat Kepolisian, Jaksa dan para pelaku sehingga apa yang
menjadi tujuan penulis dalam menjawab permasalahan dalam skripsi
ini dapat tercapai. Maka respondennya adalah sebagai berikut;
1. 3 orang anggota Kepolisian Resor Lubuk Linggau
2. 3 orang Jaksa dari Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau

3. 3 orang anak pelaku tindak pidana asusila tersebut.

e. Lokasi Penelitian
Penelitian ini mengambil lokasi di Lubuk Linggau, dalam
penghimpunan data-data dan informasi yang diperlukan akan

dilakukan di Kepolisian Lubuk Linggau dan Kejaksaan Negeri Lubuk

Linggau.



14

f. Analisis Data

Pembahasan dan penguraian data dan informasi yang
berhubungan dikumpulkan dan dilakukan secara deskriptif kualitatif
yaitu analisa terhadap data-data yang mempunyai bobot dalam
hubungannya dengan pokok permasalahan penulisan.'®

Analisis data adalah kegiatan menganalisis data-data yang telah
diolah. Pada penulisan skripsi ini di gunakan analisa secara kualitatif
yaitu menganalisis data-data yang berupa keterangan dan bahan-bahan
tertulis. Data-data yang dijabarkan berupa data primer yaitu data yang
diperoleh langsung dari hasil penelitian di lapangan dengan
mengadakan wawancara langsung baik pada pihak aparat penegak
hukum seperti; Polisi dan Jaksa, dan pada anak pelaku tindak pidana

asusila.

1% Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, him 32.
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